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Pemerintah Kabupaten Majalengka 

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka 

Tahun 2025 selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 merupakan 

penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka 

Tahun 2025 mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 

Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia“. 

Tema tersebut memiliki makna bahwa untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat Majalengka diarahkan untuk fokus 

melanjutkan pembangunan tahun sebelumnya dengan lebih 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas dan 

kapasitas sumber daya manusia sehingga memberikan andil pada 

optimalisasi pelayanan di seluruh wilayah Majalengka. Hal ini 

bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan 

keunggulan masyarakat Majalengka. 

Pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor unggulan 

seperti pertanian, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta 

pertanian. Sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat 

menyerap tenaga kerja, dan memberikan efek domino bagi 

berkembangnya sektor-sektor lainnya. Berkembangnya perekonomian 

dan produktivitas daerah terutama diarahkan untuk upaya 

penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem. 

Pemantapan infrastruktur akan menjadi perhatian pemerintah, dan 

sehingga diharapkan mendorong daya saing daerah dan berdampak 

positif bagi investasi daerah sehingga dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan yang berkualitas dan meningkatkan nilai tambah. 

Mengacu Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan 

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil 
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Pemerintah Kabupaten Majalengka 

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi target 

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan 

daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau; 

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Beberapa hal yang mendasari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Majalengka untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu: 

1. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2025-2045. 

2. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi 

Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. 

3. Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. 

4. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Majalengka  Tahun 2025-2045. 

5. Telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode 

2025-2030. 

6. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran sub kegiatan, 

perubahan lokasi pelaksanaan, dan target kinerja, serta manfaat 

dari kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun 2025. 

7. Percepatan pelaksanaan penyesuaian program/kegiatan dalam 

rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025 

sebagaimana telah diselaraskan dengan RPJPD dan Rancangan 

RPJMD. 

8. Hasil Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025. 

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka 

Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan: 

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025; 

2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025; 

3. Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025. 
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Pemerintah Kabupaten Majalengka 

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 meliputi 

perubahan: 

1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 

2. Target sasaran pembangunan Daerah; 

3. Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan sub 

kegiatan Perangkat Daerah beserta penyesuaian capaian target 

indikatornya; dan 

4. Target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 

juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang 

dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 

Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang dalam 

tahap penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Adapun visi Bupati dan 

wakil Bupati Majalengka Periode tahun 2025-2030 adalah : 

“Terwujudnya Majalengka Langkung Sae” Dan Misi terdiri:                          

1) Membangun Kehidupan Beragama dan Tatanan Sosial yang Inklusif 

dan Berkeadaban, 2) Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan dan 

Kesehatan, 3) Meningkatkan Konektivitas dan Pemerataan 

Pembangunan Berbasis Desa Serta Tata Ruang Bekelanjutan,                          

4) Mengembangkan Ekonomi Inklusif Dan Produktif Serta 

Meningkatkan Kemandirian Pangan, 5) Meningkatkan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, 6) Memantapkan Reformasi 

Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan 

Kolaborasi 

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 ini akan 

menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan 

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, serta merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diawali dengan 

penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).  

Secara umum rumusan dan sasaran prioritas dalam dokumen 

RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 mengacu dan 
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Pemerintah Kabupaten Majalengka 

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 

memperhatikan : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan 

prioritas pembangunan dalam Rancangan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029; 

(2) RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; (3) Hasil evaluasi 

kinerja RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025 Triwulan I;                  

(4) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 

2025; (5) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan  

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 disusun 

dengan berlandaskan pada: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor              

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Pemerintah Kabupaten Majalengka 

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547;   

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024  Nomor 194); 

9. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 7050); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata 

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); Sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
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Pemerintah Kabupaten Majalengka 

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6633); 

17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 259); 

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 172);   

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

215); 

20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 
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21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-

2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025           

Nomor 19); 

22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 

23. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja 

dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025; 

24. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 

2017 Nomor 1312); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 648) 

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 0505889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 262); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13); 

35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2025; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Majalengka tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka tahun 2011 Nomor 11); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 

Nomor 3); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 

Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Majalengka Nomor   12 Tahun 2019 tentang Perubahan 
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Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 

Nomor 12); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Majalengka tahun 2024 Nomor 4). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka 

Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan pencapaian sasaran 

pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebagaimana telah 

dituangkan dalam target tahunan pencapaian kinerja utama 

pembangunan Kabupaten Majalengka dalam Rancangan RPJMD 

Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029. 

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah 

untuk:  

1. Mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Majalengka; 

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan; 

3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun 

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; 

4. Menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan KUA serta 

Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang 

selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan 

APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2025; 

5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan 

pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja 

program dan kegiatan pembangunan; 

6. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik 

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan 

maupun antar tingkat pemerintahan. 
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1.4  Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 

Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 ini disusun 

dengan sistematika sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang perubahan Perubahan RKPD 

Tahun 2025, dasar hukum pelaksanaan Perubahan RKPD 

Tahun 2025, maksud dan tujuan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai 

dengan Triwulan I dan Permasalahan Pelaksanaan RKPD 

Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH  

Memuat arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah 

dan arah kebijakan keuangan Kabupaten Majalengka. 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan 

sasaran pembangunan tahun 2025, kebijakan 

pembangunan, inovasi pembangunan daerah di Kabupaten 

Majalengka yang menjadi unggulan. 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan 

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi 

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) 

dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. 

BAB VI : PENUTUP 

Memuat tentang hal-hal pokok yang termuat dalam 

keseluruhan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten 

Majalengka Tahun 2025.  
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BAB II 

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 

 
 

 

Substansi dasar pelaksanaan evaluasi dilakukan pada hasil 

evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I 

tahun 2025. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang 

dikelompokkan menurut kategori prioritas pembangunan pemerintah 

daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan 

indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang 

dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal. Pengukuran 

kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari 

masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis dan rencana kinerja. Pengukuran kinerja mencakup tingkat 

capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok 

indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana 

tingkat capaian) dari masing-masing kelompok sasaran yang telah 

ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat 

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja 

kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan 

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) dan formulir 

Pengukuran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025. Pengukuran 

pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, 

yaitu metode evaluasi kinerja dan metode perbandingan capaian 

sasaran. Metode evaluasi kinerja dilakukan menggunakan aplikasi E-

Monev, perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara 

rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. 

Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi 

internal atas kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang terjadi 

dalam organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Metode 

perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan 

membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang 

dIIInginkan dengan realisasi (performance result) yang dicapai 

organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta 

tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode 

ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-
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pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi 

dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Sampai saat ini keberhasilan program-program banyak diukur dengan 

menggunakan indikator output dan outcome. Dalam melakukan 

evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, 

maka digunakan skala nilai peringkat kerja sebagai berikut:  

Tabel 2.1 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No. 
Interval Nilai 

Realisasi Kinerja  
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 

1 91% ≤ 100% Sangat tinggi 

2 76% ≤ 90% Tinggi 

3 66% ≤ 75% Sedang 

4 51% ≤ 65% Rendah 

5 ≤ 50% Sangat Rendah 
Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017 Tabel T-E.1. 

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) 

kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: 

(1)  Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian 

telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal 

kelulusan penilaian kinerja. 

(2)  Hasil Sedang 

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian 

telah memenuhi persyaratan minimal. 

(3)  Hasil Rendah dan Sangat Rendah 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian 

belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal 

pencapaian kinerja yang diharapkan. 

Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 

telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2025 

dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Tema 

Pembangunan Nasional tahun 2025 adalah “Akselerasi Perrtumbuhan 

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan tema 

Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 adalah “Pemerataan 

Pembangunan untuk Mendukung Akserasi Pertumbuhan Ekonomi 

Masyarakat Jawa Barat”, selanjutnya tema pembangunan Kabupaten 

Majalengka Tahun 2025 adalah: 
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“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan 

Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia" 

Adapun capaian pada pelaksanaan masing-masing indikator 

tujuan dan sasaran, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Capaian Tujuan dan Sasaran serta Indikator Pembangunan 

Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 

No. 
Tujuan & 

Sasaran 

Indikator Tujuan 

& Sasaran  
Satuan 

Target Realisasi 

2024 2024 

1. 
Meningkatnya 
Pembangunan 

Manusia 

Indeks Gini Poin 0,329 0,354 

IPM Poin 68,9 71,37 

1.1. 
Menurunnya 

Penduduk Miskin 

Persentase 

Penduduk Miskin 
Persen 10,56 10,82 

1.2. 
Meningkatnya 
kualitas 

pendidikan 

RLS (rata-rata lama 

sekolah) 
Tahun 7,61 7,53 

1.3. 
Meningkatnya 

derajat kesehatan 

Angka Harapan 

Hidup 
Tahun 72,5 74,98 

Prevalensi Stunting Persen 17,36 24,10 

2. 

Mewujudkan 
Pembangunan 

Ekonomi 

Berkelanjutan 

Laju Pertumbuhan 
Ekonomi 

Persen 6,72 6,38 

Inflasi Persen 3,97 1,60 

2.1. 

Meningkatnya 

kualitas 

infrastruktur 
daerah dan ruang 

wilayah yang 

berkelanjutan 

Tingkat kualitas 

infrastruktur 
daerah dan Ruang 

Wilayah 

Persen 65,18 62,19 

2.2. 

Meningkatnya 

kualitas 
Lingkungan 

Hidup 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

Poin 67,08 64,54 

2.3. 

Meningkatnya 

Produktivitas 
Daerah 

Nilai PDRB (ADHK) 
Trilyun 
Rupiah 

27,58 27,43 

Tingkat 

Pengangguran 
Terbuka 

Persen 4,44 4,01 

2.4. 

Meningkatnya 

Konduktivitas 
Wilayah 

Indeks Tantribum Kategori C B 

3. 

Meningkatnya 

Kualitas dan 
Kapasitas Tata 

Kelola 

Pemerintahan 
Daerah 

Indeks 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kategori Tinggi Tinggi 

3.1. 

Terwujudnya 
Birokrasi yang 

kapabel, bersih 

dan akuntabel 
serta pelayanan 

publik yang prima 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 
Kategori CC A 

3.2. 
Meningkatnya 
Kemampuan 

Keuangan Daerah 

Kemampuan 
Keuangan Daerah  

Kategori Tinggi Tinggi 

Sumber: Laporan Renja PD Kab. Majalengka Tahun 2025, diolah. 
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2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai 

dengan Triwulan I    

A. Perbandingan Pagu Indikatif dan Alokasi Anggaran dalam RKPD 

dan APBD 

Rekapitulasi pagu indikatif RKPD terhadap APBD Tahun 2025, 

sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Rekapitulasi Perbandingan Pagu RKPD  

dan Alokasi APBD Tahun 2025 

No. Perangkat Daerah 
Pagu Anggaran 

RKPD APBD Parsial 2 

1 Dinas Pendidikan 1.159.283.534.186 1.095.520.117.090 

2 Dinas Kesehatan 228.535.827.896 236.747.882.206 

3 Rumah Sakit Umum Daerah Talaga 32.445.161.627 17.070.258.249 

4 
Rumah Sakit Umum Daerah 

Majalengka 
180.864.586.803 193.922.047.787 

5 Rumah Sakit Umum Daerah Cideres 204.504.418.900 220.620.586.620 

6 
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang 
149.130.620.860 128.977.985.456 

7 
Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan 
31.918.605.842 24.531.842.092 

8 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah 

6.607.508.305 5.364.366.746 

9 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Pemadam Kebakaran 
16.444.039.176 18.856.118.006 

10 Dinas Sosial 12.051.015.051 8.645.048.152 

11 
Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah 

9.989.712.628 9.029.733.913 

12 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana 

21.453.330.534 23.916.472.064 

13 
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan 
46.853.524.407 50.250.369.290 

14 Dinas Lingkungan Hidup 16.056.524.509 13.305.387.864 

15 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

6.784.301.771 6.067.026.875 

16 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa 

18.593.869.800 17.166.875.640 

17 Dinas Perhubungan 23.941.472.673 24.871.363.976 

18 Dinas Komunikasi dan Informatika 6.877.961.506 6.268.580.286 

19 
Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
6.724.077.758 7.350.350.161 

20 Dinas Pemuda dan Olah Raga 14.932.473.468 16.939.508.102 

21 
Dinas Arsip dan Perpustakaan 

Daerah 
5.398.871.490 5.444.112.623 

22 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8.784.522.894 9.277.238.513 

23 
Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian 
10.140.292.851 8.999.529.397 

24 Sekretariat Daerah 65.079.058.774 65.520.251.994 

25 Sekretariat DPRD 80.814.994.917 79.651.119.344 

26 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan 

12.423.056.543 11.617.488.237 

27 Badan Keuangan dan Aset Daerah 580.032.894.489 545.802.490.781 
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No. Perangkat Daerah 
Pagu Anggaran 

RKPD APBD Parsial 2 

28 Badan Pendapatan Daerah 20.638.938.476 17.481.049.298 

29 

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

57.471.145.110 20.309.037.264 

30 Inspektorat 12.988.441.784 15.312.622.763 

31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.580.492.467 7.702.604.487 

32 Kecamatan Argapura 2.728.729.000 2.865.771.215 

33 Kecamatan Banjaran 2.295.105.410 2.038.080.929 

34 Kecamatan Bantarujeg 2.598.776.528 2.534.945.879 

35 Kecamatan Cigasong 6.784.620.844 9.456.236.427 

36 Kecamatan Cikijing 2.539.046.039 2.189.142.020 

37 Kecamatan Cingambul 2.921.117.849 2.817.530.876 

38 Kecamatan Dawuan 2.767.275.643 2.651.800.858 

39 Kecamatan Jatitujuh 2.426.857.277 2.692.358.162 

40 Kecamatan Jatiwangi 3.345.468.925 3.127.502.584 

41 Kecamatan Kadipaten 2.869.774.600 2.879.003.346 

42 Kecamatan Kasokandel 2.537.766.843 2.762.593.118 

43 Kecamatan Kertajati 2.743.825.245 2.651.831.118 

44 Kecamatan Lemahsugih 2.373.510.966 2.413.116.393 

45 Kecamatan Leuwimunding 2.349.816.469 2.546.775.665 

46 Kecamatan Ligung 3.076.731.495 3.043.043.166 

47 Kecamatan Maja 2.702.738.255 2.882.909.659 

48 Kecamatan Majalengka 16.744.806.418 23.805.700.636 

49 Kecamatan Malausma 2.447.635.335 2.572.656.152 

50 Kecamatan Palasah 2.217.355.164 2.228.956.423 

51 Kecamatan Panyingkiran 2.120.994.772 2.142.244.198 

52 Kecamatan Rajagaluh 2.861.759.100 2.972.752.835 

53 Kecamatan Sindang 2.461.169.639 2.680.788.147 

54 Kecamatan Sindangwangi 2.987.124.858 2.845.511.583 

55 Kecamatan Sukahaji 2.827.439.312 2.713.994.376 

56 Kecamatan Sumberjaya 2.175.753.242 2.300.419.819 

57 Kecamatan Talaga 2.580.670.129 2.465.732.876 

Jumlah 3.141.831.146.852 3.008.820.863.736 

Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025, TW 1. 

 

Dari tabel 2.3 di atas diketahui bahwa untuk total jumlah pagu 

indikatif yang direncanakan di RKPD sejumlah                               Rp. 

3.141.831.146.852 direalisasikan dalam APBD (Parsial 2) sejumlah 

Rp. 3.008.820.863.736 atau 96%. Apabila diklasifikasikan 

berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Skala Nilai 

Peringkat Kinerja : untuk Pagu Indikatif Program dan Kegiatan 

termasuk  interval 91% ≤ 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Data 

ini menunjukan tingkat perencanaan dalam RKPD mampu atau dapat 
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didukung oleh anggaran yang ada sehingga program dan kegiatan 

yang sudah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik. 

 

B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD dan APBD 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih dalam tentang 

jumlah Program/Kegiatan di RKPD dibandingkan dengan 

Program/Kegiatan di APBD, maka jumlah Program/Kegiatan masing-

masing PD dan Kecamatan dirinci seperti diuraikan dalam Tabel 

berikut: 

Tabel 2.4 

Rekapitulasi Jumlah Program dan Kegiatan RKPD Terhadap APBD 

Tahun 2025 Triwulan I 
 

RKPD APBD 

JML 

PROGRAM 

JML 

KEGIATAN 

JML SUB 

KEGIATAN 

JML 

PROGRAM 

JML 

KEGIATAN 

JML SUB 

KEGIATAN 

135 288 671 135 288 767 

Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025, TW 1. 

 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa jumlah program, kegiatan, 

dan sub kegiatan RKPD dan APBD ada selisih jumlah dalam sub 

kegiatan. Sub kegiatan baru tersebut muncul dari sumber dana Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

(DBHCHT), sub kegiatan tersebut yaitu : Penyediaan Biaya Personil 

Peserta Didik Sekolah Dasar (1 sub kegiatan); Pembangunan 

Puskesmas (1 sub kegiatan); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (32 sub kegiatan); 

Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan (30 sub kegiatan); Pengelolaan 

Layanan Imunisasi (31 sub kegiatan); Respon Cepat Darurat Bencana 

Kabupaten/Kota (1 sub kegiatan). 

 

C. Capaian Kinerja dan Anggaran dalam RKPD dan APBD 

 Selanjutnya sebagaimana Formulir Evaluasi Hasil RKPD 

Kabupaten Majalengka Tahun 2025, diperoleh Rekapitulasi Realisasi 

Keuangan dan Fisik Tahun 2025 dirinci menurut PD dan Kecamatan, 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.5 

Target dan Realisasi Keuangan dan Kinerja Triwulan I Tahun 

2025 dirinci Menurut Perangkat Daerah 

NO NAMA PAGU ANGGARAN 

REALISASI TRIWULAN I 

REALISASI (Rp) 
FISIK 

(%) 
KEU 
(%) 

1 2 3 4 5 6 

 OPD     

1 Dinas Pendidikan 1.095.520.117.090 150.983.646.500 4,28 3,00 

2 Dinas Kesehatan 236.747.882.206 34.242.186.035 3,04 1,00 

3 Rumah Sakit Umum Daerah 

Cideres 

220.620.586.620 23.085.251.089 8,65 8,00 

4 Rumah Sakit Umum Daerah 
Majalengka 

193.922.047.787 44.881.292.852 13,73 12,00 

5 Rumah Sakit Umum Daerah 

Talaga 

17.070.258.249 562.025.382 25,00 3,00 

6 Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang 

128.977.985.456 12.928.835.397 11,96 4,00 

7 Dinas Perumahan Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 

24.531.842.092 838.555.636 9,08 2,00 

8 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

5.364.366.746 911.496.346 6,31 2,00 

9 Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Pemadam Kebakaran 

18.856.118.006 3.269.212.729 12,59 11,00 

10 Dinas Sosial 8.645.048.152 1.225.841.453 8,57 9,00 

11 Dinas Ketenagakerjaan 
Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah 

9.029.733.913 815.164.024 2,76 4,00 

12 Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan 
Anak dan Keluarga 
Berencana 

23.916.472.064 450.069.733 1,67 1,00 

13 Dinas Ketahanan Pangan 
Pertanian dan Perikanan 

50.250.369.290 8.420.817.838 2,96 3,00 

14 Dinas Lingkungan Hidup 13.305.387.864 1.923.509.256 8,96 6,00 

15 Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

6.067.026.875 1.399.353.353 3,85 1,00 

16 Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

17.166.875.640 2.627.148.530 12,39 12,00 

17 Dinas Perhubungan 24.871.363.976 4.955.470.404 19,16 8,00 

18 Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

6.268.580.286 1.129.748.864 48,56 11,00 

19 Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 

7.350.350.161 620.889.219 11,53 4,00 

20 Dinas Pemuda dan Olah 
Raga 

16.939.508.102 603.304.164 3,04 2,00 

21 Dinas Arsip dan 
Perpustakaan Daerah 

5.444.112.623 650.017.098 8,29 5,00 

22 Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan 

9.277.238.513 1.337.042.913 2,78 3,00 

23 Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian 

8.999.529.397 1.619.918.699 16,48 16,00 

24 Sekretariat Daerah 65.520.251.994 8.599.540.796 4,19 5,00 

25 Sekretariat DPRD 79.651.119.344 15.157.115.148 6,95 7,00 

26 Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Penelitian dan 
Pengembangan 

11.617.488.237 1.661.974.090 11,83 4,00 

27 Badan Keuangan dan Aset 

Daerah 

545.802.490.781 218.699.541.576 16,41 15,00 

28 Badan Pendapatan Daerah 17.481.049.298 4.072.101.796 6,54 9,00 

29 Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

20.309.037.264 3.077.577.631 3,39 1,00 

30 Inspektorat 15.312.622.763 1.616.450.875 13,02 6,00 

31 Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

7.702.604.487 600.048.340 1,00 1,00 

 KECAMATAN     

31 Kecamatan Argapura 2.865.771.215 589.336.356 7,22 6,00 

32 Kecamatan Banjaran 2.038.080.929 403.448.933 9,63 9,00 

33 Kecamatan Bantarujeg 2.534.945.879 494.323.103 7,40 5,00 
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NO NAMA PAGU ANGGARAN 

REALISASI TRIWULAN I 

REALISASI (Rp) 
FISIK 

(%) 
KEU 
(%) 

34 Kecamatan Cigasong 9.456.236.427 1.184.629.670 7,11 6,00 

35 Kecamatan Cikijing 2.189.142.020 433.857.866 5,12 5,00 

36 Kecamatan Cingambul 2.817.530.876 532.068.232 5,37 5,00 

37 Kecamatan Dawuan 2.651.800.858 475.614.487 4,85 6,00 

38 Kecamatan Jatitujuh 2.692.358.162 551.462.951 7,09 6,00 

39 Kecamatan Jatiwangi 3.127.502.584 603.598.860 8,67 6,00 

40 Kecamatan Kadipaten 2.879.003.346 552.536.405 12,40 11,00 

41 Kecamatan Kasokandel 2.762.593.118 553.981.110 19,18 11,00 

42 Kecamatan Kertajati 2.651.831.118 561.351.968 11,86 6,00 

43 Kecamatan Lemahsugih 2.413.116.393 557.157.194 17,05 14,00 

44 Kecamatan Leuwimunding 2.546.775.665 507.000.419 6,87 7,00 

45 Kecamatan Ligung 3.043.043.166 594.370.829 8,40 5,00 

46 Kecamatan Maja 2.882.909.659 578.746.570 8,96 7,00 

47 Kecamatan Majalengka 23.805.700.636 2.689.883.725 15,00 12,00 

48 Kecamatan Malausma 2.572.656.152 489.341.363 8,65 8,00 

49 Kecamatan Palasah 2.228.956.423 378.239.462 1,86 2,00 

50 Kecamatan Panyingkiran 2.142.244.198 412.221.210 18,91 16,00 

51 Kecamatan Rajagaluh 2.972.752.835 608.696.312 9,91 9,00 

52 Kecamatan Sindang 2.680.788.147 451.883.126 21,61 18,00 

53 Kecamatan Sindangwangi 2.845.511.583 574.364.829 15,73 14,00 

54 Kecamatan Sukahaji 2.713.994.376 562.902.516 7,40 7,00 

55 Kecamatan Sumberjaya 2.300.419.819 312.533.170 9,49 9,00 

56 Kecamatan Talaga 2.465.732.876 478.858.839 7,36 7,00 

TOTAL 3.008.820.863.736 569.097.557.271 10,04 6,95 

Sumber: Laporan MONEV RKPD Kab. Majalengka Tahun 2025, TW 1. 

  
 Dari tabel 2.6 di atas diketahui bahwa tingkat capaian rata-

rata realisasi fisik mencapai 10,04% sedangkan untuk realisasi 

keuangan yang terserap dari seluruh Perangkat Daerah sebesar 6,96% 

atau sejumlah Rp. 3.008.820.863.736 dari alokasi anggaran yang 

direncanakan sejumlah Rp. 569.097.557.271. Apabila diklasifikasikan 

berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka skala nilai 

peringkat kinerja termasuk interval ≤ 50% dengan kriteria Sangat 

Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja 

capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal 

pencapaian kinerja yang diharapkan. Dengan demikian, pada triwulan 

ini seluruh Perangkat Daerah belum mampu merealisasikan target 

kinerja dan anggaran yang sudah direncanakan, minimalnya pada 

triwulan 1 ini sudah mencapai 25%. Hakikat yang penting dalam 

setiap pelaksanaan pembangunan pada tatanan wilayah administratif, 

baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat senantiasa 

memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. 

Realisasi fisik dan keuangan yang masih rendah ini dikarenakan 

pembatasan penyerapan anggaran yang di instruksikan oleh 

pemerintah pusat. Efisiensi anggaran 2025 merujuk pada upaya 

pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan 
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tepat sasaran, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. Efisiensi ini dilakukan melalui Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 

 [ 

2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Kegiatan pada    

Triwulan I Tahun 2025 

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan 

berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I 

Tahun 2025. Terdapat beberapa permasalahan pelaksanaan kegiatan 

sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada di 

bawah ini. 

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana 

Kerja Perangkat Daerah dan RKPD; 

2. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan pencapaian target 

prioritas pembangunan daerah; 

3. Tolok ukur dan target pada hasil program, keluaran kegiatan, dan 

hasil kegiatan dalam indikator kinerja belum konsisten; 

4. Dalam Pelaksanaan Evaluasi Renja Perangkat Daerah, masih 

ditemukan adanya Perangkat Daerah yang mencantumkan faktor 

pendorong dan faktor penghambat serta tindak lanjut yang 

dilakukan dalam mencapai kinerja Renja Perangkat Daerah tidak 

secara mendetai atau masih bersifat umum. 

 

Berdasarkan identifikasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tabel 

di atas, terdapat permasalahan pembangunan Kabupaten Majalengka 

sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, yaitu: 

1. Kapasitas SDM yang tersedia belum mampu mendukung 

sepenuhnya kegiatan yang direncanakan. 

2. Koordinasi dan sinergitas antar stakeholders belum terjalin dengan 

maksimal. 

3. Terjadi kesalahan rekening/nomenklatur kegiatan sehingga harus 

menunggu Perubahan APBD. 

4. Terdapat kegiatan yang menunggu petunjuk teknisnya dalam 

rangka realisasi. 
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5. Kurangnya sinkronisasi penyusunan jadwal Rencana Kinerja dan 

jadwal Rencana Penyerapan Anggaran sehingga kurang optimal 

dalam pencapaian target kinerja dan target penyerapan anggaran. 

2.3 Rekomendasi 

Agar pelaksanaan RKPD berikutnya lebih baik dalam 

pelaksanaannya, dengan demikian perlu tindak lanjut terhadap faktor-

faktor penghambat sebagai berikut : 

1. Setiap Perangkat Daerah agar konsisten melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sebagaimana telah 

dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) per subkegiatan. 

2. Pelaksanaan pembangunan melalui pihak ketiga agar dilakukan 

secara terkoordinasi dengan mengoptimalkan ULP dengan 

memperhatikan aturan yang berlaku serta kualitas hasil 

pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

dengan baik, sehingga meminimalisir hambatan dan kegaggalan 

dalam proses lelang atau tender 

3. Peningkatan dukungan dan masukan dari seluruh stakeholder 

dalam perumusan dokumen perencanaan di Kabupaten 

Majalengka. 

4. Peningkatan Kompetensi SDM terhadap perlunya kepatuhan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja. 

5. Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah (Renja terhadap RKPD dan Renstra terhadap RPJMD/ 

RPD). 

6. Melakukan percepatan pencapaian target kinerja sehingga target 

dapat dicapai sesuai dengan yang di rencanakan. 
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BAB III  
KERANGKA EKONOMI DAERAH  

DAN KEUANGAN DAERAH  
 
 

Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat 

penting  dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah 

ditentukan.  Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan 

analisis terkait  perkira an sumber -sumber pendapatan dan besaran 

pendapatan dari  sektor -sektor potensial, perkiraan belanja, dan 

pembiayaan untuk  pembangunan tahun 202 5. Kerangka pendanaan 

ini menjadi basis  kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara 

efektif dan efisien  dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis 

kinerja.  

Pendanaan yang memadai dan sistem pengelolaan keuangan 

daerah yang optimal merupakan faktor penting dari keberhasilan 

realisasi agenda pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dana 

riil yang dialokasikan t urut menentukan berhasil atau tidaknya 

pembangunan . Hakikat yang penting  dalam setiap pelaksanaan 

pembangunan pada tatanan wilayah administratif, baik Pemerintah 

Daerah maupun Pemerintah Pusat senantiasa memfokuskan  pada 

upaya peningkatan kesejahteraan mas yarakatnya. Usaha untuk  

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak an sich  yang artinya 

bersifat fokus pada satu urusan saja, namun semua urusan yang 

menjadi kewenangannya digerakkan secara spontan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat tersebut. Seluruh asp ek yang menjadi 

pendorong dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan harus 

diwujudkan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Aspek -aspek 

pendorong tersebut contohnya  seperti ketersediaan sumber daya 

manusia yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai deng an 

bidang yang digelutinya,  infrastruktur,  sarana , dan prasarana 

penunjang yang berkualitas, ketersediaan data dalam berbagai sektor, 

dan kemampuan fiskal yang memang menjadi suatu keharusan untuk 

mewujudkan pelaksanaan pembangunan.  

Pada bab ini memuat sub stansi  yang memiliki keterkaitan yang 

jelas dengan bab -bab berikutnya dalam mengimplementasikan 

program dan kegiatan serta pencap aian berbagai indikator kinerja 

capaian tahun 202 5 yang harus terpenuhi . Kerangka Ekonomi Daerah 
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